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PERMEN ESDM NO. 2 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (27) : 36 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas,
fungsi, dan organisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan
birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17
Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No. 39 Th
2008; UU No. 35 Th 2004 jis UU No. 55 Th 2009; Perpres No. 95 Th
2012; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 68
Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus
yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan
pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. SKK Migas
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar
pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara
dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.

SKK Migas terdiri atas :
a. Kepala;



Catatan :

. Wakil Kepala;

Sekretaris;

. Pengawas Internal;

. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja;
Deputi Eksploitasi;

. Deputi Keuangan dan Komersialisasi; dan

. Deputi Dukungan Bisnis.
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Dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepala dapat mengangkat
Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja organisasi. Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala SKK Migas.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala SKK Migas
menetapkan pedoman tata kerja dengan memperhatikan Kontrak Kerja
Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur
organisasi SKK Migas tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemangku jabatan organisasi tetap melaksanakan tugasnya
sebagaimana sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan
ditetapkannya pemangku jabatan organisasi yang baru sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri ini.

2 lampiran.

Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, 12 Januari 2022.

Mencabut Permen ESDM No. 17 Th 2017 jo Permen ESDM No. 53 Th
2017.



